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ABSTRAK

MUSDALIFAH. Peran lkatan Notaris Indonesia dalam Mencegah
Terjadinya Tindak Pidana yang Mengatasnamakan Profesi Notaris
(dibimbing oleh Slamet Sampurno dan Hasrul).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis peran Ikatan Notaris
Indonesia dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang
mengatasnamakan profesi Notaris; dan (2) menganalisis kendala yang
dihadapi Ikatan Notaris Indonesia dalam menjaga marwah profesi Notaris.

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif,
dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan
pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang penulis angkat pada karya ilmiah ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran Ikatan Notaris
Indonesia dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang
mengatasnamakan profesi Notaris adalah menjadi wadah yang dapat
memfasilitasi sosialisasi masif kepada masyarakat. INI hanya dapat
melakukan upaya preventif, karena kewengan yang dimiliki oleh INI
terbatas hanya bersifat internal kepada anggota organisasi. (2) Kendala
yang dihadapi oleh INI dalam menjaga marwah profesi Notaris antara lain
adalah, kurang maksimalnya pelaksanaan program kerja terkait upaya
pencegahan terjadinya tindak pidana yang mengatasnamakan profesi
notaris. Hal ini dikarenakan kesibukan para anggota INI yang jumlahnya
terbatas.

Kata Kunci: Notaris, l|katan Notaris Indonesia,Tindak Pidana
Penipuan

Vi



ABSTRACT

MUSDALIFAH. The Role of Indonesian Notary Association to Preventing
the Occurrence of Criminal Acts in the Name of Notary Profession
(supervised by Slamet Sampurno and Hasrul).

This study aimed to (1) analyze the role of the Indonesian Notary
Association to preventing the occurrence of criminal acts in the name of
the Notary profession; and (2) analyze the obstacles faced by the
Indonesian Notary Association in maintaining the spirit of the Notary
profession.

This type of research is a normative legal research, using a
conceptual approach and a statute approach carried out by examining all
laws and regulations relating to the legal issues that the authors raise in
this scientific work.

The results showed that (1) The role of the Indonesian Notary
Association in preventing the occurrence of criminal acts on behalf of the
Notary profession is to become a forum that can facilitate massive
socialization to the public Indonesian Notary Association can only make
preventive efforts, because the authority possessed by Indonesian Notary
Association is limited only to internal members of the organization. (2) The
obstacles faced by Indonesian Notary Association in maintaining the spirit
of the Notary profession include the inadequate implementation of work
programs related to efforts to prevent criminal acts on behalf of the notary
profession. This is due to the limited number of Indonesian Notary
Association members.

Keywords: Notary, Indonesian Notary Association, Fraud Criminal Acts
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kewajiban fundamental dari negara adalah memberikan
dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi setiap warga negara.
Dalam menjalankan kewajiban Negara tersebut, Negara diantaranya
memberikan suatu kewenangan secara atributif kepada Notaris sebagai
pejabat umum untuk melaksanakan sebagian fungsi publiknya. Fungsi
tersebut dalam bidang hukum perdata adalah dalam hal membuat alat
bukti tertulis berupa akta autentik.
Jabatan Notaris' pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang hJabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) Pasal 15
berwenang membuat akta autentik? mengenai semua hal keperdataan;
mulai dari perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin

! Lihat Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang
untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya

> Berdasarkan Pasal 1868 BW, akta otentik adalah akta yang dibuat dan
diresmikan dalam bentuk menurut undang-undang, oleh dan di hadapan pejabat-pejabat
umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu di tempat di mana akta itu dibuat.
Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak. Apabila terjadi sengketa,
maka apa yang tertera pada akta otentik itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga
tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian yang lain, serta telah memuat
kepastian hukum yang kuat. Dikutip dalam Syaputri, H. M. N., Patittingi, F., & Said, N.
(2017). Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair untuk Merahasiakan Isi Akta
Notaris. Amanna Gappa, Volume 25 Nomor (2), h. 2



kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse,
salinan dan kutipan akta, semuanya itu dilakukan sepanjang pembuatan
akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau
orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.®

Menurut GHS Lumban Tobing, lembaga Notaris masuk ke
indonesia pada permulaan abad ke 17 dengan beradanya Vereenigde
Oost Ind Compagnie (VOC).* Sejak kehadiran VOC tersebut di Indonesia
lalu lintas hukum perdagangan dilakukan dengan akta notarial. Hal ini
berdasarkan Notodisoerjo yang menyatakan bahwa “Lembaga Notariat
telah di kenal di negara Indonesia saat dijajah oleh belanda. Semula
lembaga ini diperuntukan bagi golongan eropa terutama dalam bidang
hukum perdata.”

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam
menegakkan hukum di Indonesia. Karena selain jumlah Notaris yang
begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris
juga memiliki posisi yang strategis dalam memberikan kepastian hukum
kepada masyarakat khususnya dan kewajiban seseorang. Sehingga dapat

dibayangkan, kekeliruan yang dilakukan oleh Notaris dapat menyebabkan

® Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No.3 Tahun 2014,TLN
No0.5491, Ps. 15.

* Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No 30 tahun
2004 tentang jabatan Notaris),Bandung,Refika Aditama, 2008, h. 3

®> R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (suatu penjelasan),
Jakarta, PT. Grafindo, 1993, h. 13



tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu
kewajiban hukumnya.®

Disamping itu, seiring perkembangan zaman, selain instrumen
hukum yang semakin disempurnakan oleh para pembuat undang-undang
demi menjaga ketertiban umum serta melindungi rasa kepastian hukum
setiap warga negara, rupanya kejahatan pun mengalami perkembang
yang begitu pesat pula. Modus-modus kejahatan yang dilakukanpun tak
tanggung-tanggung. Biasanya kejahatan dilakukan dengan modus
penipuan barang bergerak atau tidak bergerak, penggelapan dan atau
semacamnya, maka saat ini, kejahatan itu telah banyak sekali dilakukan
dengan mengatasnamakan identitas atau jabatan palsu demi meraup
keuntungan pribadi dan kelompok. Bahkan termasuk mengatasnamakan
jabatan Notaris.

Berdasarkan data yang diperoleh yang dihimpun dari beberapa
media, telah banyak sekali kejahatan yang mulai meresahkan dan bahkan
merugikan masyarakat dengan modus baru ini. Misalnya pada kasus yang
telah terungkap mengenai penipuan properti dengan mengatasnamakan
pejabat Notaris di Provinsi DKI Jakarta. Dari keterangan kepolisian, kasus
tersebut menimbulkan korban 9 (sembilan) orang dengan total kerugian
yakni Rp. 214. 000. 000. 000 (dua ratus empat belas miliar rupiah) .

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol, Argo

Yuwono,’

® Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif

Hukum dan Etika, Ull Press, Yogyakarta, h. 25



terdapat perkembangan dalam kasus sindikat penipuan properti
berkedok Notaris palsu ini, awalnya 3 orang, lalu ada lagi yang
melapor 6 orang. Kronologis singkat kasus ini hingga terungkap
berawal dari dari laporan masyarakat yang diterima oleh polisi.
Dalam laporan itu, korban mendapatkan surat tagihan dari bank
ihwal pembayaran anggunan sertifikat tanah, tapi korban tidak
pernah menggunakan sertifikatnya tersebut.

Sementara menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro
Jaya, Kombes Pol, Suyudi Ario Seto:

bahwa dalam penipuan itu masing-masing pelaku berperan.
Tersangka dengan inisial D berperan mencari korban yang ingin
menjual rumah dan berpura-pura sebagai pembeli. Lalu tersangka
lain dengan inisial A berperan sebagai Notaris palsu dan
memalsukan sertifikat tanah. Sementara tersangka dengan inisial K
berperan menyediakan sarana dan tempat sebagai kantor Notaris,
Iantasstersangka dengan inisial H berperan sebagai staf Notaris
palsu.

Kemudian, untuk meyakinkan korban, maka mereka sepakat
bertemu di kantor Notaris palsu itu. Korban diminta menunjukan
sertifikat dengan dalih itu sertifikat dibawa pelaku untuk dicek
keasliannya ke Badan Pertahanan Negara. Lalu tersangka dengan
inisial D mendapatkan sertifikat tanah milik korban, sertifikat itu
kemudian diserahkan kepada tersangka berinisial A untuk
dipublikasi. Sertifikat yang asli yang telah diperoleh itu kemudian
diagunkan ke bank untuk memeroleh keuntungan.®

Tidak berselang lama dari kasus itu, pihak kepolisian juga telah
mengungkap kasus dengn modus semacam ini. Modusnya berupa
penipuan jual beli rumah mewah melalui Notaris palsu. Sebelumnya,
kasus serupa juga menimpa belasan korban dengan kerugian mencapai
lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).

Berbagai permasalahan-permasalah yang telah dikemukakan di

atas, sejatinya sangat merugikan profesi Notaris dan mencoreng nama

"http://tirto.id/korban-kasus-Notaris-palsu-senilai-rp214-m-bertambah-efli.
Diakses pada Tanggal 26 Januari Tahun 2020.

% Ibid.

® Ibid.



http://tirto.id/korban-kasus-notaris-palsu-senilai-rp214-m-bertambah-efli

baik profesi Notaris. Oleh karena itu, maka segala pihak, khusus dalam
hal ini adalah organisasi Notaris'® yang seharusnya menjadi garda
terdepan untuk melindungi marwah dan nama baik profesi Notaris. Notaris
berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris disebut lkatan Notaris
Indonesia yang merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang
bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk
meningkatkan kualitas profesi Notaris (vide Pasal 82). Lebih lanjut
disebutkan dalam Anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 8 Ayat
(4) bahwa tujuan Perkumpulan INI adalah memperjuangkan dan
memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan
lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi
jabatan Notaris.

Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kemudian organisasi
Notaris melindungi dan menjaga nama baik profesi Notaris? Apakah
selama ini pernah dilakukan upaya-upaya preventif guna mencegah
kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan profesi Notaris? Semua
pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan sebagai usaha untuk
mengetahui sejauh mana peran organisasi Notaris yang berfungsi sebagai
wadah perlindungan bagi jabatan Notaris sesuai yang diatur dalam UUJN
yang telah disebutkan sebelumnya dapat menjalankan dan memainkan

peran sentralnya dalam melindungi nama baik profesi Notaris itu sendiri.

% Lihat Pasal 1 angka 5 UUJN, Organisasi Notaris adalah organisasi profesi
jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.



Hal ini disebabkan telah terjadi kejahatan yang mengatasnamakan profesi
Notaris dan menimbulkan korban dengan kerugian materiil yang sangat
besar. Sehingga jika tidak segera ditangani dengan baik, serta tidak
adanya peran turut serta organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris
Indonesia dalam mencari solusi terbaik berupa aturan perundang-
undangan yang mampu memberikan langkah pencegahan agar tidak
terjadi aksi-aksi tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas,
maka penulis tertarik ingin mengulas lebih lanjut “Peran lkatan Notaris
Indonesia dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan yang

Mengatasnamakan profesi Notaris”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah peran lkatan Notaris Indonesia dalam mencegah
terjadinya tindak pidana yang mengatasnamakan profesi Notaris?
2. Apakah kendala yang dihadapi Ikatan Notaris Indonesia dalam
menjaga marwah profesi Notaris?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan memahami peran lkatan Notaris Indonesia
dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang mengatasnamakan
profesi Notaris.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi Ikatan

Notaris Indonesia dalam menjaga marwah profesi Notaris.



D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoretis
Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan masukan,
memperluas wacana dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu
hukum khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum
kenotariatan di Indonesia yang berkaitan dengan lkatan Notaris
Indonesia dalam mencegah terjadinya kejahatan yang mengatas
namakan profesi Notaris.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar,
pedoman serta informasi riil terkait perkembangan ilmu
kenotariatan di Indonesia. Penulisan ini juga diharapkan mampu
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kenotariatan.
Selain itu, penulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi
pemerintah dalam menindak lanjuti setiap permasalahan yang ada
di masyarakat terhadap perkembangan kenotariatan di Indonesia.
E. Orisinalitas Penelitian
Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan,
dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan
cara pencarian melalui perpustakaan dan media website. Adapun judul-

judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:



a. Tesis. Peranan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Terhadap Pengawasan
Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris (Studi Kasus di
Wonogiri). Penelitian ini dilakukan oleh Wahyuningsih, Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Tahun 2016. Dengan rumusan pertama, pelanggaran Kode Etik
Notaris yang selama ini dilakukan oleh Notaris. Kedua, penerapan
sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris, oleh Notaris dalam
pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

b. Tesis. Peranan Organisasi l|katan Notaris Indonesia (INI) Dalam
Menegakkan Kode Etik Untuk Menjaga Integritas Notaris (Studi pada
Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia). Penelitian
ini dilakukan oleh Nissa Karunia Sullistian, Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro Tahun 2019. Dengan rumusan masalah
pertama, Organisasi INI dalam menegakkan kode etik bagi para
Notaris dan kedua, peranan Organisasi INI dalam menjaga integritas
Notaris.

Berdasarkan kedua judul dan rumusan masalah yang diajukan
tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan
yang akan dibahas pada penelitian ini. Dalam penelitian yang akan
dilakukan peneliti akan dibahas mengenai pertanggung jawaban pidana
terhadap kejahatan yang mengatasnamakan profesi Notaris dan peran

organisasi Notaris dalam menjaga marwah profesi Notaris. Oleh karena



itu, penelitian ini terdapat kebaharuan yang dapat melengkapi penelitian

yang telah dilakukan terdahulu.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Notaris Indonesia

Organisasi yang menghimpun profesi pejabat Notaris adalah Ikatan
Notaris Indonesia atau disingkat INI yang merupakan Perkumpulan atau
organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui
sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements
Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9,
merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang
yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di
Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan
dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang
telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember
1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang
terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12
Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009, oleh karena itu
sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
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yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (selanjutnya
disebut "Undang-Undang Jabatan Notaris").**

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada
Undang Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika
profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi
oleh profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi berbeda-
beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika
profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. "Kode "
adalah segala yang tertulis dan disepakati kekuatan hukumnya oleh
kelompok masyarakat tertentu sehingga kode etik dalam hal ini adalah
hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesi tertentu dalam
menjalankan profesinya. Para Notaris yang berpraktek di Indonesia
bergabung dalam suatu perhimpunan organisasi yaitu lkatan Notaris
Indonesia (INI). INI merupakan kelanjutan dari De Nederlandsch-Indische
Notarieele Vereeniging, yang dahulu didirikan di Batavia pada tanggal 1

Juli 1908 yang mendapat pengesahan sebagai badan hukum dengan

™ https:/Avww.ini.id. Diakses pada Tanggal 26 Januari 2020.
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Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September
1908 Nomor 9.2 Nama Belanda kemudian diganti atau diubah menjadi
Ikatan Notaris Indonesia yang hingga sekarang merupakan satu-satunya
wadah organisasi profesi di Indonesia. Kemudian mendapat pengesahan
dari pemerintah berdasarkan Keputusan Mentri kehakiman RI pada
tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1011.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 7 April 1995 Nomor 28
Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan
organisasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 117.

Berdasarkan Pasal 1 (angka 5) UUJN, menyebutkan bahwa :
“‘Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang
berbentuk perkumpulan berbadan hukum”. Notaris dengan organisasi
profesi jabatannya menjabarkan etika profesi tersebut kedalam Kode Etik
Notaris. Kode Etik Notaris menurut organisasi profesi jabatan Notaris Hasil
Kongres Luar Biasa lkatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 28
Januari 2005 yang diadakan di Bandung, diatur dalam Pasal 1 (angka 2)
adalah sebagai berikut : “Kode Etik Notaris yang selanjutnya disebut
dengan Kode Etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh
Perkumpulan lkatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut

"Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau

2 Habib Adjie, 2017, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris
Sebagai Pejabat Publik, Bandung, PT Refika Aditama, h. 37.
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yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati
oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang
menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya Pejabat
Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus”.
Dalam Melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang
teguh kepada Kode Etik jabatan Notaris. Kode etik adalah tuntunan,
bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu
atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang
disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam
mempraktek karinya. Dengan demikian Kode Etik Notaris adalah
tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku
pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam
rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya
dalam bidang pembuatan akta.

Di dalam kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pasal 1 (angka 3)
terdapat disiplin organisasi yaitu kepatuhan anggota perkumpulan dalam
rangka memenuhi kewajiban-kewajiban terutama kewajiban administrasi
dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh perkumpulan. Namun pada
realitasnya tidak semua pejabat Notaris disiplin dalam organisasinya
karena masih banyak Notaris-Notaris yang melakukan perbuatan-
perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik lkatan Notaris
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Indonesia. Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) menurut penulis
belum efektif sehingga masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh pejabat Notaris indonesia, oleh sebab itu harus diadakan
nya revitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai
upaya meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh para pejabat Notaris di Indonesia.

Berdasarkan anggaran dasar lkatan Notaris Indonesia hasil
Kongres Luar Biasa lkatan Notaris Indonesia (Bandung, 27 Januari 2005)
Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah perkumpulan yang berpedoman para
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris di Indonesia
yang memiliki peran untuk meningkatkan kualitas Notaris, serta
memberikan teguran berupa nasihat kepada pejabat Notaris yang diduga
melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan kode etik yang
bersifat internal atau yang tidak mempunyaai kaitan dengan kepentingan
masyarakat secara langsung, serta dapat memberikan saran dan
pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik
dan jabatan Notaris. lkatan Notaris Indonesia (INI) memiliki fungsi untuk
mendapatkan kepastian hukum, memajukan dan mengembangkan ilmu
hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang
kenotariatan, serta menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu
Notaris selaku pejabat umum, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan

kesejahteraan segenap anggotanya.
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Notaris dalam kedudukannya selaku Pejabat Negara Dalam
Pembuatan Akta secara implisit telah diatur dalam Undang-Undang
Jabatan Notaris ("UUJN") sehingga dengan demikian secara hukum
Notaris selaku Pejabat Negara telah memiliki hak-hak yang bersifat
khusus dalam kaitannya dengan pekerjaan sebagai Profesi
Notaris. Kekhususan Profesi Notaris dalam struktur implimentasi
kelembagaannya telah menuntut adanya Kode Etik Notaris yang
dijalankan oleh kelembagaan Dewan Kehormatan Notaris yang
dikoordinasikan secara kelembagaan oleh Induk Organisasi Notaris yang
berbentuk Ikatan Notaris Indonesia ("INI").

Secara hukum INI adalah organisasi Notaris yang bersifat nasional
dan memiliki kedudukan dalam mengatur anggotanya. Sehingga INI
dalam kedudukan seperti itu, secara hukum adalah merupakan wadah
tunggal yang bersifat nasional, yang dapat disebut sebagai operator
tunggal dalam menjalankan perintah UUJN, sehingga keputusan-
keputusan yang telah dikeluarkan oleh INI mengikat kedalam khususnya
bagi anggotanya serta mengikat keluar secara fungsional.

INI dalam posisinya selaku Wadah Tunggal yang memiliki Fungsi
Operator bagi anggotanya berdasarkan UU Jabatan Notaris adalah bentuk
dari Sub Ordinasi Negara. Dalam posisi legal standing seperti itu maka
keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh INI secara hukum memiliki
derajat kepastian hukum yang mengikat dan berlaku bagi anggotanya

maupun bagi publik sebagai bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara.
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Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris yang memuat ketentuan mengenai satu wadah berkumpul
bagi Notaris di Indonesia, muncul berbagai pendapat mengenai ketentuan
tersebut. Pada dasarnya, pendapat-pendapat mengenai ketentuan satu
wadah tersebut, terutama mengenai wadah organisasi mana yang
dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terbagi atas dua
pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa satu wadah yang
dimaksud dalam Undang-Undang jabatan Notaris adalah lkatan Notaris
Indonesia (INI). Hal tersebut berkaitan dengan peranan INI bagi profesi
Notaris yang telah dilakukan puluhan tahun lamanya, disamping INI juga
telah memenuhi syarat sebagai suatu perkumpulan yang berbadan
hukum.

Pendapat kedua menyatakan bahwa keberadaan organisasi-
organisasi beranggotakan Notaris yang lain selain INI, yaitu Himpunan
Notaris Indonesia (HNI), Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), dan Persatuan
Notaris Reformasi Indonesia (Pernori), tidak dapat diabaikan
eksistensinya. Pendapat kedua ini mengedepankan Pasal 28 Undang-
Undang Dasar 1945 yang menjamin adanya kebebasan berkumpul dan
berserikat. Pada akhirnya, pendapat kedua ini mengarah pada suatu
pemikiran bahwa ketentuan satu wadah yang dimaksud dalam Undang-
Undang Jabatan Notaris berarti keempat organisasi tersebut seharusnya
bersatu atau berada dibawah satu wadah berkumpul yang merupakan

kesatuan dari keempatnya. Wadah yang dimaksud sebagai kesatuan dari
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keempatnya tersebut dapat berupa suatu federasi yang membawahi INI,
HNI, ANI dan Pernori. Sebagai contoh, suatu perkumpulan yang
membawahi beberapa organisasi profesi telah terbentuk pada profesi
advokat/pengacara. Munculnya berbagai pendapat mengenai ketentuan
satu wadah dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak
menyebutkan secara eksplisit organisasi mana yang dimaksud dalam
undang-undang tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris juga tidak
menyebutkan secara eksplisit bahwa semua organisasi beranggotakan
Notaris yang ada saat ini harus berkumpul dalam satu wadah, menjadi
suatu wadah baru. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris
hanya menyebutkan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah
organisasi profesi Notaris, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai
apa yang dimaksud satu wadah tersebut. Oleh karena itu, muncul
penafsiran yang berbeda-beda tentang ketentuan satu wadah ini.

Pada Perubahan UUJN kemudian memberikan kepastian wadah
tunggal perkumpulan Notaris dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3) menyebutkan, “(7) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi
Notaris. (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. (3) Organisasi Notaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris
yang bebas dan mandiri yangdibentuk dengan maksud dan tujuan untuk

meningkatkan kualitas profesi Notaris”.
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1. Tujuan lkatan Notaris Indonesia

Anggaran dasar lkatan Notaris Indonesia Pasal 7 menyebutkan
tujuan INI adalah adalah : Tegaknya kebenaran dan keadilan serta
terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum
yang bermutu dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha
Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan
terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.
Selanjutnya dalam Pasal 8 Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan
berusaha :

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut
memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya
rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka
meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan;

2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan
anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara
profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran
martabat jabatan Notaris;

3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan
Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan
mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan
ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan

karya ilmiah;
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4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan,
peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia
sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris;

5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-
sama dengan badan, Lembaga dan organisasi lain, baik di dalam
maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau
hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga
pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai
hubungan dengan lembaga kenotariatan;

6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
Notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak
lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang
profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan
berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta
memiliki akhlak yang balik;

7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas,
pedoman dan tujuan Perkumpulan.

2. Kepengurusan

Perubahan anggaran dasar ikatan Notaris indonesia kongres luar
biasa ikatan Notaris indonesia Banten, 29-30 mei 2015, kepengurusan INI

adalah

Pasal 11
1. Kepengurusan mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan
Perkumpulan dalam rangka mencapai tujuan Perkumpulan.
2. Kepengurusan terdiri dari :
2.1. Pengurus Pusat
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d.

f.

a.Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik

Indonesia.

b. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Perkumpulan,

yang terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang
Ketua, seorang Sekretaris Umum dan seorang Sekretaris
atau lebih, seorang Bendahara Umum dan seorang
Bendahara atau lebih, dan beberapa orang Koordinator
serta anggota Bidang.

c.Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili Pengurus

Pusat dan karenanya mewakili nPerkumpulan dan apabila

Ketua Umum berhalangan atau tidak berada di tempat,

halmitu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka 2

(dua) orang Ketua yang,lainnya bersama-sama dengan

Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris mewakili

Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan di

dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab

terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan
maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa
untuk perbuatan :

1) membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak
atas barang tidak bergerak kepunyaan Perkumpulan;

2) meminjam atau meminjamkan uang atas nhama
Perkumpulan;

3) menanam kekayaan Perkumpulan dalam suatu usaha;

4) bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak
lain,harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Rapat Pleno Pengurus Pusat.

Pengurus Pusat berhak mengusulkan pencalonan anggota

Majelis Pengawas Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris

setelah mendengar usul dan pendapat dari Dewan

Kehormatan Pusat.

Pengurus Pusat secara periodik mengadaan pertemuan

dengan Dewan Kehormatan Pusat sekurang-kurangnya

sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pengurus Pusat dapat mengangkat Penasihat.

2.2. Pengurus Wilayah
a. Pada setiap propinsi dibentuk Pengurus Wilayah yang

b.

berkedudukan dan berkantor di Ibukota Propinsi.

Pengurus Wilayah adalah pelaksana kebijakan organisasi di
tingkat propinsi dan selaku koordinator pengurus daerah
dalam wilayah kepengurusannya.

Pengurus Wilayah terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil
Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang
Bendahara atau lebih, dan beberapa Koordinator serta
anggota Bidang.
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d.

e.

g.

Ketua dan Sekretaris mewakili Pengurus Wilayah, dan
apabila Ketua berhalangan atau tidak berada di tempat, hal
itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka Wakil
Ketua yang lainnya bersama-sama dengan Sekretaris
mewakili Pengurus Wilayah dan karenanya mewakili
Pengurus Wilayah di dalam dan di luar Pengadilan, serta
bertanggung jawab terhadap jalannya Pengurus Wilayah
baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi
dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan :
1) membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak
atas barang tidak bergerak kepunyaan Pengurus Wilayabh;
2) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Pengurus
Wilayah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Rapat Pleno Pengurus Wilayah.
Pengurus Wilayah berhak mengusulkan pencalonan anggota
Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris
tingkat wilayah setelah mendengar usul dan pendapat
Dewan Kehormatan Wilayah.
Pengurus Wilayah berwenang menjalankan urusan
Perkumpulan pada tingkat propinsi dan apabila berhubungan
dan/atau berkenaan dengan propinsi lain maupun dengan
instansi pada tingkat Pusat, Pengurus Wilayah harus
berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah di tempat
dilaksanakannya kegiatan dan Pengurus Pusat.
Pengurus Wilayah dapat mengangkat Penasihat.

2.3. Pengurus Daerah
a. Pada setiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk Pengurus

b.

Daerah.

Pengurus Daerah adalah pelaksana kebijakan Perkumpulan
di tingkat Kabupaten/ Kota yang bertugas selaku pembina,
melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang
dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota
untuk peningkatan profesionalisme Notaris di dalam daerah
kepengurusannya.

Pengurus Daerah terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil
Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang
Bendahara atau lebih, beberapa Koordinator dan anggota
bidang.

Ketua dan Sekretaris mewakili Perkumpulan di tingkat
daerah dan karenanya mewakili Pengurus Daerah, dan
apabila Ketua berhalangan atau tidak berada di tempat, hal
itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka Wakil
Ketua yang lainnya bersama-sama dengan Sekretaris
mewakili Pengurus Daerah dan karenanya mewakili
Pengurus Daerah di dalam dan di luar Pengadilan, serta
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bertanggung jawab terhadap jalannya Pengurus Daerah baik

mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi

dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan :

1) membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak
atas barang tidak bergerak kepunyaan Pengurus
Daerabh;

2) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Pengurus
Daerah; harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Rapat Pleno Pengurus Daerah.

e. Pengurus Daerah berhak mengusulkan pencalonan anggota
Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris
tingkat daerah setelah mendengar usul dan pendapat Dewan
Kehormatan Daerah.

f. Pengurus Daerah  berwenang menjalankan  urusan
Perkumpulan di tingkat Kabupaten/Kota, dan apabila
berhubungan dan/atau berkenaan dengan Kabupaten/Kota
lain maupun dengan instansi pada tingkat wilayah dalam satu
wilayah kepengurusan, Pengurus Daerah harus berkoordinasi
dengan Pengurus Daerah lainnya yang terkait dan Pengurus
Wilayah yang bersangkutan. Dalam hal kegiatan yang
dilakukan melibatkan/menyertakan instansi pada
Kabupaten/Kota lain maupun dengan instansi pada tingkat
wilayah di luar wilayah kepengurusan, Pengurus Daerah
harus berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah di wilayah
kepengurusannya, Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah
di tempat dilakukannya kegiatan. Dalam hal kegiatan yang
dilakukan melibatkan/menyertakan instansi pada tingkat
pusat, maka Pengurus Daerah bersama-sama dengan
Pengurus Wilayah yang meliputi kepengurusan daerah
tersebut harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.

g. Pengurus Daerah dapat mengangkat Penasihat.

3. Hak dan Kewajiban Anggota
Perubahan Anggaran Rumah Tangga lkatan Notaris Indonesia Hasil
Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Banten - 30 Mei 2015
HakAnggota
Pasal 6
1. Anggota biasa dari Notaris aktif berhak untuk :
a. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;

b. Mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara dalam
Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerabh;
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c. Memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus atau Dewan
Kehormatan; Dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
peraturan Perkumpulan.

Anggota biasa dari werda Notaris berhak untuk:

a. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;

b. Mengeluarkan pendapat dalam Kongres, Konferensi Wilayah
dan Konferensi Daerah;

c. Dipilih sebagai anggota Dewan Kehormatan; Dengan
mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Perkumpulan.

3. Anggota luar biasa berhak untuk :

a. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;
b. Mengeluarkan pendapat dalam Kongres, Konferensi Wilayah
dan Konferensi Daerah.

4. Anggota kehormatan berhak untuk :

a. Mengikuti kegiatan Perkumpulan;
b. Memberikan saran dan pendapat kepada Perkumpulan.

. Selain hak-hak yang terurai dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di

atas, setiap anggota berhak juga untuk:

a. Mendapatkan perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu
dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mendapatkan bantuan dan layanan dari Perkumpulan guna
memperoleh bahan atau dokumen mengenai peraturan
perundang-undangan dan peraturan Perkumpulan serta bahan
atau dokumen lainnya yang mempunyai hubungan langsung
maupun tidak langsung dengan jabatan Notaris; satu dan lain
dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam
Perkumpulan.

N

(62}

Perubahan Anggaran Rumah Tangga lkatan Notaris Indonesia Hasil
Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Di Balikpapan, 12 Januari
2017
Kewajiban Anggota
Pasal 7
1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat
jabatan Notaris dan mentaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada umumnya dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi Notaris pada khususnya, Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris, Keputusan
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Kongres, peraturanperaturan maupun ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh Perkumpulan serta menjaga dan mempertahankan
nama baik Perkumpulan.

. Setiap anggota biasa dan anggota luar biasa wajib berpartisipasi
aktif dalam Perkumpulan.

. Setiap anggota biasa (dari Notaris aktif) wajib menjalankan jabatan
Notaris secara aktif dan nyata dengan memasang papan nama dan
menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

. Setiap anggota biasa (dari Notaris aktif) yang mengajukan
permohonan pindah tempat kedudukan atau perpanjangan masa
jabatan wajib memperoleh rekomendasi dari Pengurus Daerah
dengan melibatkan Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah
dengan melibatkan Dewan Kehormatan Wilayah dan Pengurus
Pusat dengan melibatkan Dewan Kehormatan Pusat, serta telah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

. Anggota biasa (dari Notaris aktif) wajib memberitahukan tentang
perpindahannya kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada
Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah di tempat kedudukannya
yang lama dan yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal Berita Acara Sumpah Jababan di
tempat kedudukan yang baru dengan melampirkan tanda terima
atau bukti pengiriman pemberitahuan kepada Pengurus Daerah
dan Pengurus Wilayah tempat kedudukannya yang lama, serta
fotocopi berita acara serah terima protokol.

. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan
perpindahan keanggotaan tersebut, Pengurus Pusat mencatat di
dalam Buku Daftar Anggota.

. Setiap anggota biasa (dari Notaris aktif) wajib membayar uang
luran bulanan serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh
Perkumpulan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka
anggota dimaksud tidak dapat menuntut hak-hak sebagaimana
tersebut dalam Pasal 6.

B. Pengertian Notaris

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus

yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk

melayani kepentingan umum. Inti dari tugas Notaris adalah mengatur

secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak

yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Jabatan Notaris lahir karena
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masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan
kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat. G.H.S. Lumban
Tobing menyatakan bahwa
lembaga masyarakat yang dikenal sebagai notariat ini timbul dari
kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki
adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan
yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, dalam membuat alat
bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik.™

Secara singkat dapat dikatakan bahwa eksistensi Notaris bukanlah
untuk dirinya sendiri melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal inilah yang menjadi dasar mengapa seorang Notaris harus menambah
pengetahuan dan keterampilannya dalam melayani masyarakat sebagai
misi utama dalam hidupnya. Djuhad Mahja mengemukakan berdasarkan
sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara (pejabat umum) yang
dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam
pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum
sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan*

Pada dasarnya, peran seorang Notaris adalah memberikan
pelayanan berupa jasa bagi masyarakat yang berniat untuk membuat alat
pembuktian yang bersifat autentik. Jabatan Notaris hakikatnya adalah
sebagai pejabat umum (private notary) yang ditugaskan oleh kekuasaan

umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang

memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang

¥G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1992.h.
46.

!4 Djuhad Mahja, 2005. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris,Jakarta, Durat Bahagia h. 60.
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alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka
jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah
masyarakat.” Dalam merumuskan suatu akta autentik, seorang Notaris
harus mampu memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke
dalam akta autentik dengan memperhatikan ketentuan hukum yang
berlaku, kemudian mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak
dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan
hubungan hukum di antara subjek-subjek hukum yang bersifat perdata.
Akta yang memuat hubungan hukum tersebut merupakan akta autentik.

Berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Notaris bertugas mendaftarkan surat-surat di bawah tangan ke dalam
buku khusus (warmerken), lalu mengesahkan surat-surat di bawah tangan
(legaliseren/legalisasi). Tugas seorang Notaris adalah memberikan
penyuluhan hukum kepada masyarakat sehubungan dengan pembuatan
akta. Prinsip seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya haruslah
memberikan pelayanan kepada semua pihak agar kepentingan semua
pihak dapat terfasilitasi dalam akta autentik. Oleh karena itu, Notaris dapat
mencegah terjadinya suatu persoalan atau perselisihan di antara para
pihak.

Berdasarkan UUJN, Pasal 1 angka 1 yang menentukan sebagai
berikut Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat

akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud

! Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi
Notaris,Dunia Cerdas, Jakarta, h. 4.
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dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum
openbare ambtenaren, karena erat hubungannya dengan wewenang
atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta
otentik.™®

Selain Notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta
otentik adalah pejabat lelang, pegawai pencatatan sipil burgerlijke
stand, juru sita deurwaarder, hakim, panitera pengadilan dan lain
sebagainya.!’ Seorang Notaris pada hakikatnya adalah seorang pejabat
tempat bagi seseorang untuk memperoleh nasehat yang bisa
diandalkan dan segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan dianggap
benar, sehingga menjadi pembuat dokumen yang kuat dalam suatu
peristiwa hukum. Pasal 1 ayat (1) UUJN. Notaris sebagai pejabat umum
yang diangkat oleh pemerintah serta diberikan wewenang dengan
tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum.

Dalam diktum penjelasan UUJN dinyatakan bahwa Undang-
Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik
Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin
kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan
kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum

menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan

® R. Soegondo Notodisoerjono, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu
Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.

" R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita,
Jakarta, h. 77.
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masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan
jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam
masyarakat.'® Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga eksekutif,
legislatif, ataupun yudikatif, Notaris diharapkan memiliki posisi netral,
sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara
tersebut maka Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi
netral tersebut, Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan
hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas
permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk
kliennya, Notaris tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris
ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan
Notaris yang berlaku, sebagian besar masih di dasarkan pada
peraturan perundangundangan peninggalan zaman kolonial Belanda,
yaitu peraturan jabatan Notaris yang termuat dalam stbl. 1860 Nomor 3
yang sudah beberapa kali diubah. Terakhir diubah dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil
Notaris dan Wakil Notaris Sementara yang diundangkan pada tanggal
13 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI)
Tahun 1954 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia (TLNRI) Nomor 700. Selama hampir 144 tahun menjadi dasar

yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia, pada tanggal 6

'8 yusuf, Wa Ode Fadilah, Juajir Sumardi, and Hasbir Paserangi. "Peran Notaris
Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi
Dan Transaksi Elektronik." Jurnal Universitas Hasanuddin Juni 2015, Vol.4 No.1 : h. 68
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Oktober 2004 Peraturan Jabatan Notaris telah dinyatakan tidak berlaku,
pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris dibentuk karena berbagai ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris
peninggalan kolonial Hindia Belanda dianggap tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, oleh
karena itu perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara
menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris.
Sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk
semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
Unifikasi hukum di bidang kenotariatan, undang-undang jabatan
Notaris ini menjadi dasar yang baru bagi pelembagaan di Indonesia.
Selama hampir 10 tahun UUJN diberlakukan sebagai satu-satunya
undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, akhirnya pada
tahun 2014 diberlakukan revisi terhadap UUJN. Revisi UUJN ini hanya
diberlakukan pada sebagian pasal yang penting, yang selanjutnya
diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris yang (selanjutnya disebut dengan UUJN) vyang
diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5491.
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Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya mengacu pada
UUJN. Aturan lain yang menjadi acuan dalam menjalankan jabatannya,
yaitu Kode Etik Profesi Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris
Indonesia (selanjutnya disebut dengan INI) yang ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2008. Selain Kode Etik Profesi Notaris, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan
KUHPerdata) adalah aturan lain yang berkaitan dalam pelaksanaan
jabatan Notaris. Terkait dalam jabatan Notaris khususnya pada Pasal
1868 KUHPerdata tentang akta otentik dan Pasal 1320 KUHPerdata
tentang syarat sahnya perjanjian, pasal-pasal tersebut berkaitan
dengan kewenangan jabatan Notaris dalam membuat perjanjian dan
akta otentik.

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bersumber
pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya suatu kewenangan yang
sah, seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat
melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Dengan demikian,
kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat maupun
badan.’® Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus
dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat
berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan

lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan

19 Lutfi Effendi, 2004, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing,
Malang, h. 77.
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suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.*
1) Kewenangan Notaris

Dari persfektif sumber kewenangan, Notaris sebagai pejabat
umum memiliki wewenang atribusi yang diberikan oleh badan
pembentuk undang-undang (badan legislator) melalui UUJN.
Wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN itu sendiri.
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UUJN
Perubahan, kewenangan Notaris dapat dibedakan menjadi 3 (tiga)
macam yaitu:?*

a. Kewenangan Umum Notaris, Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Pasal ini menentukan bahwa Notaris berwenang membuat Akta
Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta
autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan
Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-

undang.

® Habib Adjie, 2007, Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai
Pejabat Publik, PT Refika Aditama, Surabaya, h. 33.
! Ibid., h. 78.

31



Kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN ini

diberikan kepada Notaris dengan batasan sepanjang:#

a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh

undang-undang.

. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat
akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan
ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki
oleh yang bersangkutan.

. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk
kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang
berkepentingan.

Berdasarkan kewenangan umum Notaris yang ditentukan dalam

Pasal 15 ayat (1) UUJN P dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:*

a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau

tindakan para pihak ke dalam suatu akta autentik, dengan
memperhatikan aturan hukum yang berlaku,

Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan atau
ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang atau pihak

yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar,

2 |bid.
2 bid., h. 80.
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maka orang atau pihak lain tersebut wajib membuktikan penilaian

atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

b. Kewenangan Khusus Notaris, Pasal 15 ayat (2).

Selain kewenangan Notaris dalam hal membuat Akta Autentik
seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, maka dalam
Pasal 15 ayat (2) UUJN dijelaskan bahwa Notaris berwenang pula.
Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

a.mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b.membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan
dalam surat yang bersangkutan.

d.melakukan  pengesahan  kecocokan  fotokopi  dengan

surat aslinya.

e.memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan

Akta.

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;

atau

g. membuat Akta risalah lelang.

c. Kewenangan Lain Notaris, Pasal 15 ayat (3)
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Pasal ini menentukan bahwa selain kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan
lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas
Pasal 15 ayat (3) UUJN Perubahan ini menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi
transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat
Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan
berdasarkan pasal 15 UUJN Perubahan, dalam menjalankan tugasnya
melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi karena kewajiban tersebut

merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan.

2) Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh
Notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar maka atas pelanggaran
tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris
tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Huruf a sampai huruf n Undang-
undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menyebutkan kewajiban
Notaris yang paling penting, selain pada urutannya juga pada
penafsirannya sehingga marwah jabatan terjaga dengan baik yaitu Dalam

menjalankan jabatannya, Notaris Wajib “bertindak amanah, jujur,
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saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang
terkait dalam perbuatan hukum”

Bahwa kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang memerlukan bukti autentuk, maka pelayanan kepada masyarakat
wajib diutamakan sesuai undang-undang tesebut diatas namun dalam
keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan
alasan-alasan tertentu. penolakan tersebut harus dalam arti hukum,
artinya ada alasan atau argumen hukum yang jelas dan tegas sehingga
pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.?

Ada beberapa alasan penolakan memberikan jasanaya yang dapat
kita jumpai dalam praktek diantaranya:®
a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya,;

b. Apabila Notaris tidak ada karena sementara culti;

c. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak
diserahkan kepada Notaris dan atau berkas tidak mendukung;

d. Apabila karena dengan memberikan jasa tersebut akan melanggar
sumpah jabatan dan koe etik Notaris.
3)Larangan dan Sanksi bagi Notaris

Larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) point a
sampai i merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh

Notaris dalam menjalankan jabatannya, jika larangan ini dilanggar maka

24 Habib Adijie, op. cit., him 86-87
% R. Soegondo Notodisoejo, dalam Habib Adiji. Ibid
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maka Notaris dapat dikenakan sanksi. Dalam Pasal 17 UUJN

menyebutkan mengenai larangan Notaris antara lain :

1. Notaris dilarang :

a.

b.

Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Merangkap sebagai pegawai negeri;

Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

Merangkap jabatan sebagai advokat;

Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha
swasta;

Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
dan/atau Pejabat Lelang Kelas Il diluar tempat kedudukan
Notaris;

Menjadi Notaris Pengganti; atau

Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma
agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi

kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Pemberhentian sementara;
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c. Pemberhentian dengan hormat; atau

d. Pemberhentian dengan tidak hormat.”

Sanksi bagi Notaris suatu bagian akhir dari UUJN, sanksi-sanksi
tersebut diatur dengan tujuan agar Notaris dalam menjalankan jabatannya
bertindak dengan baik sesuai dengan aturannya sehinnga produk Notaris
dalam hal pembuatan akta dan kewenangan lainnya betul-betul dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat memberikan
perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan
perbuatan hukum. Sanksi yang tegas ini pula dibuat agar akta yang dibuat
oleh Notaris tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, dan atau
lebih berbahaya lagi jika akta tersebut menjadi batal demi hukum, maka
dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerungian untuk
menagi ganti kerugian pada Notaris.

Ada beberapa sanksi yang telah ditetapkan dalam UUJN
diantaranya adalah:

a. Teguran Lisan.

Teguran lisan merupakan peringantan pertama yang diberikan
oleh majelis pengawas Notaris yang melanggar kode etik atau UUJN
yang masih dalam kategori pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan
dalam hal ini adalah pelanggaran yang tidak menrugikan oihak lain
akibat perbuatannya dan tidak menyangkut pelanggaran substansi

dalam pembuatan akta autentik.
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b. Teguran Tertulis.

d.

Teguran ini dapat berupa tindak lanjut dari teguran secara lisan
apabilah Notaris tidak mengindahkan teguran tersebut. Notaris juga
dapat diberikan teguransecara tertulis secara langsung walaupun
belum ada teguran lisan apabila melakukan pelanggaran yang
dikualifikasikan pelanggaran yang telah menyangkut mengenai
substansi pembuatan akta autentik. Salah satu pelanggaran yang
dikategorikan disini adalah Notaris telah keluar dari mekanisme yang
telah diatur dalam peundang-undangan dankode etik Notaris.
Pemberhentian Sementara.

Pemberhentian sementara dijatuhkan kepada Notaris apabila
sifat pelanggarannya berat tetapi masih dapat dipertimbangkan
perbuatannya tersebut. Sanksi pemberhentian sementara diberikan
kepada Notaris atas usulan Majelis pengawas pusat kepada mentri
karena:

1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

2. Berada dibawah pengampuan;

3. Melakukan perbuatan tercela yaitu pelanggaran tentang norma
agama, norma kesusilaan, dan norma adat;

4. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan;

5. Sedang menjalani masa tahanan.

Pemberhentian dengan tidak Hormat.
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Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya
dilakukan oleh oleh mentri atas usulan Majelis Pengawas Pusat
apabila telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 13
UUJN diantaranya:

1. Dinyatakn pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Berada dibawah prngampuan secara terus-menerus lebih dari 3
(tiga) tahun;

3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan
martabat jabatan Notaris;

4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan
jabatan;

5. Dijatuhi pidanapenjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperolah kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan kurungan penjara 5 (lima)

tahun atau lebih.

C. Pengertian Tindak Pidana
Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam
menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah
tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana
dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana
tersebut dengan “straf baar feit” atau delict. Berikut ini pendapat

beberapa sarjana mengenai tindak pidana :
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Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan
yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki
oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana
adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat
dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna,
peristiwva pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian
perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang
dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan
mana diadakan tindakan penghukuman?®

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana
merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni
aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses
verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini
menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum
pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum
pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hokum
pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum
pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma
hukum pidana materil (tin-dak pidana).?’

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam
perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta
adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat
karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau

dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang

%6 Roeslan Saleh, 2003, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara
Baru, Jakarta, h. 53.

2" Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press.
h. 3.
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dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu
harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Pompe dalam kutipan Poernomo?® menyebutkan bahwa,
ada tiga elemen suatu delik yaitu: “a. unsur melawan hukum, b. unsur
kesalahan, dan c. unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain,
pihak lain atau masyarakat pada umumnya.”

Perbuatan dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur®
sebagai berikut “Harus ada perbuatan manusia, perbuatan manusia
tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang
bersangkutan, perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
dan dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Moeljatno*® menyatakan bahwa:
Kelakuan dan akibat
Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Unsur melawan hukum yang objektif
Unsur melawan hukum yang subjektif

arwnE

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara®® mengemukakan
bahwa: Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur
objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa
“suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan (omstandigheid).” Kesemuanya

itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur

%8 poernomo, 1981, Kriminologi Suatu Pengantar, Arena limu, Bandung, h.99.
* |bid., h.184.

% Djoko Prakoso,1988, Hukum penitensier di Indonesia. Liberty, Jakarta, h.104.
%! Marpaung, Op.Cit, h.10.
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subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan yang dapat berupa
kemampuan (toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (schuld).
Sedangkan menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam
yaitu®*:
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader)
yang dapat berupa :

a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak
berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan” yaitu
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara
lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242,
Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan
Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa
"perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang
dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan
mengambil.

b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh
unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat
yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan
merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal
338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana
misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan
diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa
matinya orang.

c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan
diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang
berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh
undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana.
Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur
objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

2. Unsur Subijektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku

(dader) yang berupa:

% Tongat, 2002, Hukum Pidana Materii, UMM Press, Malang, h.3-5.
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a.

Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang
terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan
bertanggung jawab).

Kesalahan (schuld)

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila

dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia
dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga
mengerti akan nilai perbuatannya itu.

2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia
dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia
lakukan.

3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (schuld) dalam hukum

pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Dolus atau opzet atau kesengajaan

Menurut Memorie van Toelicting (selanjutnya di singkat MvT)**,

dolus atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (willens en

wettens) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang

dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya.

Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu :

a)

b)

Sengaja sebagai niat : dalam arti ini akibat delik adalah motif
utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak
ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.

Sengaja kesadaran akan kepastian : dalam hal ini ada
kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan

terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.

% Rusli Effendy,1989, Asas Asas Hukum Pidana, Leppen UMI, Ujung Pandang, h.80.
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atas

c) Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan
melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang
dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut Memorie van Toelicting atas risalah penjelasan undang
undang culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Culpa itu
baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang
teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi
menginterpretasikan culpa sebagai kurang mengambil tindakan
pencegahan atau kurang hati-hati.

Lebih lanjut®® menerangkan bahwa kealpaan (culpa) dibedakan

1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini, si
pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya
suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh
timbul juga akibat tersebut.

2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si
pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya
suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-
undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan
timbulnya suatu akibat.

Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara® mengemukakan

bahwa “yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan

diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan

sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi

** bid., h.26.
% Marpaung, Loc.cit. h.13.
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atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.” Sedangkan
menurut D. Simons* mengemukakan bahwa kealpaan adalah :

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-
hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat
perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan
dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang
berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin
akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan
terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu
meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat
diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat
mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu
dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga
lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan
tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu
perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si
pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka
harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang
diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip
intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan
menjadi 2 (dua) segi yaitu:

a. Unsur Subyektif
Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan
dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan
batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);

b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;

% |bid., h.25.

45



c) Ada atau tidaknya perencanaan;
b. Unsur Obyektif
Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah
yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada
diluar batin si pelaku.
a) Memenuhi rumusan undang-undang
b) Sifat melawan hukum;
c) Kualitas si pelaku;
d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan
dengan akibatnya.
Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu
faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul
dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.
D. Pengertian Kejahatan
Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh
Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan
masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan
merupakan suatu Universal Phenomena, tidak hanya jumlahnya saja yang
meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa lalu.®’
Secara yuridis formal kejahatan menurut Kartono adalah adalah
bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan

(immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum

7 Moh.Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana
Khusus, Yogyakarta. Liberty Yogyakarta: 2009, him.33.
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serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis adalah semua
ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan
sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma
susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah
tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam
undang-undang pidana).*

Di dalam KUHP tidak ada definisi jelas mengenai kejahatan. Delik
kejahatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 104 hingga Pasal 488.
Sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan, salah satunya
adalah R. Soesilo. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi
dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut
pandang secara sosiologis.

Menurut R. Soesilo secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu
perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
Sedangkan dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan
adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita,
juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya

keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.*

38  Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
him.126.
* Anandito Utomo, Definisi Kejahatan dan Jenis-Jenis Kejahatan Internet,

Diakses dari www.HukumOnline.com, pada tanggal 13 juli 2020.
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E. Landasan Teoretis
1. Teori Jabatan

Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan fungsi
dan wewenang, karena pejabat tidak memiliki wewenang. Yang memiliki
dan dilekati wewenang adalah jabatan. Dalam kaitan ini, Logemann
mengatakan bahwa, berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang
dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan
perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan
pergantian pejabat.*

Karena kewenangan itu melekat pada jabatan, sementara
tanggungjawab dalam bidang publik itu terkait dengan kewenangan, maka
beban tanggungjawab itu pada dasarnya juga melekat pada jabatan.
Tanggung jawab jabatan ini berkenan dengan keabsahan tindakan hukum
pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan
(ambtshalve). Menurut F.R.Bothlingk, baik wakil maupun yang diwakili
adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai
tanggung jawab. Berkenan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas.
Perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab
secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni
pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena

itu meletakan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya.**

9 Sufriadi, S. (2017). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi
dalam Pﬁnyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Yuridis, 1(1), 57-72.
Ibid
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Meskipun kewenangan itu melekat pada jabatan yang membawa
konsekwensi melekatnya tanggung jawab pada jabatan yang
bersangkutan, namun dapat saja dalam pelaksanaan kewenangan itu
tanggung jawabnya dibebankan kepada pribadi (in persoon) pejabat.
Logemann menunjukkan pentingnya perhubungan antara negara sebagai
organisasi dengan pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya disebut
Teori Jabatan.*

Logemann menempatkan “jabatan“ dari aspek negara sebagai
organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan
dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut
sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi. Negara sebagai organisasi jabatan
yang melahirkan otoritas dan wewenang, dan jabatan adalah bagian dari
fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan.
Jabatan muncul sebagai pribadi (persoon) atau subjek hukum, yang
dibebani kewajiban dan dijadikan berwenang untuk melakukan perbuatan
hukum, akan tetapi untuk melakukan tindakan harus melalui “pejabat” atau
‘pemangku jabatan”. Dalam hal ini harus ada pemisahan mutlak antara
pribadi pemangku jabatan selaku “pejabat” dan selaku manusia sebagai
Prive.*

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan

sesuatu satuan organisasi. Pengertian jabatan dapat ditinjau dari sudut

42 Pudja Pramana KA. 2009. Iimu Negara. Jakarta: Graha limu, h. 285
* Yusdar, Y., & Irwansyah, I. (2016). Rekonstruksi Hukum Lelang Jabatan
Struktural Dalam Rangka Reformasi Birokrasi. Papua Law Journal, 1(1), h. 112.
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strukturil yang menunjukan secara tegas kedudukan dalam rangkaian
jabatan yang ada dala organisasi, seperti Direktur, Sekertaris, dan dapat
ditinjau dari sudut fungsi yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang
dilakukan dalam suatu organisasi seperti juru ketik, peneliti, dan juru
kesehatan. Pengadaan Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi
tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan
yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan
dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat.
2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia
di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia
juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu
untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang
tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak
seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang
untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan
pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan
sebagainya.**

Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana
karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku
manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia

tersebut. Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan

* Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis),
Sinar Baru, Bandung, 2001, h. 11.
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yang terdapat di luar seseorang itu. lkatan tersebut sedemikian juga
sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah
lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai
hal dan patokan tersebut di atas.

Sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu
adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-
pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena
adanya ikatan dan respon dari lingkungannya.* Manusia yang melakukan
perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut
oleh aliran teori pemidanaan absolut atau teori pembalasan, atau
seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang
dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori
pemidanaan relatif atau teori tujuan.

Dapat dilihat dalam perbuatan pidana massal, bahwa perbuatan
pidana yang dilakukan disebabkan berbagai macam fakta yang
mempengaruhi diantara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lain-
lain. Maka tidak dapat kita pungkiri bahwa massa melakukan perbuatan
pidana dikarenakan adanya pengaruh yang ada di luar dirinya yaitu
karena lingkungan. Sehingga dalam penanganannya tidak dilihat hanya
sebatas apa yang dilanggar dan kenapa ia melanggar tetapi juga
bagaimana upaya pencegahannya baik secara umum atau secara khusus.

Jadi karena diperlukan upaya penanggulangan kejahatan secara integral

* Ibid., him. 12
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baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka menurut G.P.
Hoefnadels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan® :
a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat media massa (influencing, Views of society on
crime and punishment/mass media).
Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 yaitu : lewat
jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar
hukum pidana) dimana point b dan ¢ masuk/dikelompokkan pada upaya

non penal®’

. Upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” lebih
menitik beratkan pada beberapa tindak pidana yang bersifat “refressive”
(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.*®
Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah
penentuan, “Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan
Sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelanggar”.
Masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara
kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial/kebijakan pembangunan

nasional. Dengan pemikiran kebijakan hukum pidana harus pula dilakukan

dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang integral tidak

“ Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan

Penusur)gm Konsep KUHP Baru), Kwncana Prenada Media Group, Jakarta, h. 39.
Ibid.
*® Ibid., h. 12.
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hanya dalam hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada
umumnya.*
F. Kerangka Pikir

Penelitian ini dibatasi dengan judul yang hendak diteliti, dalam hal ini
judul yang hendak diteliti yaitu Peran Organisasi Notaris Dalam Mencegah
Terjadinya Tindak Pidana yang Mengatasnamakan Profesi Notaris, hal ini
akan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach)
dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun dalam
penelitian ini ditetapkan dua variabel yang akan diteliti dan dianalisis,
variabel pertama yaitu peran lkatan Notaris Indonesia dalam mencegah
terjadinya tindak pidana yang mengatasnamakan profesi Notaris. Variabel
kedua tentang kendala yang dihadapi oleh lkatan Notaris Indonesia dalam
menjaga marwah profesi Notaris dijadikan salah satu fokus pembahasan
dengan indikator Preemtif, Preventif dan Represif. Dari hubungan kedua
variabel tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai adalah
Terwujudnya Integritas Marwah dan Martabat jabatan Notaris dalam

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

9 Ibid., h. 29.
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Bagan Kerangka Pikir

Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Mencegah Terjadinya
Tindak Pidana yang Mengatasnamakan Profesi Notaris

\ 4 A\ 4

Peran lkatan Notaris Indonesia Kendala lkatan Notaris Indonesia

1. Preemtif 1. Kewenangan terbatas Ikatan

2. Preventif Notaris Indonesia

3. Represif 2. Kurang maksimalnya
implementasi program
organisasi

l

Terwujudnya Marwah Jabatan Notaris dalam Memberikan Kepastian
Hukum Bagi Masyarakat

G. Defenisi Operasional

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang
lainnya.

2. Organisasi Notaris adalah Wadah berhimpun Notaris bernama
Ikatan Notaris Indonesia.

3. Peran adalah rangkaian tugas dan fungsi dari Ikatan Notaris
Indonesia.

4. Profesi adalah jabatan Notaris.
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10.

11.

12.

13.

Pertanggungjawaban Pidana adalah tanggung jawab pelaku
perbuatan pidana yang mengatasnamakan jabatan Notaris.
Tindak Pidana adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan
kejahatan mengatasnamakan jabatan Notaris.

Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan Profesi Notaris
Sanksi pidana adalah hukuman terhadap pelaku yang
melakukan tindak pidana yang mengatasnamakan jabatan
Notaris.

Preemtif adalah upaya awal pencegahan kejahatan
mengatasnamakan Notaris.

Preventif —adalah upaya pencegahan menghilangkan
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan mengatasnamakan
jabatan Notaris.

Represif adalah upaya pencegahan dengan memberikan
tindakan atau sanksi tegas.

Marwah adalah Kehormatan jabatan Notaris.

Jabatan adalah kedudukan Notaris.
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